
 

 

 

 

BUPATI LAMPUNG TENGAH 
PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH 
NOMOR 36 TAHUN 2023 

TENTANG  

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 36 
TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

(LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG TENGAH, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan wajib lapor LHKPN, maka 
Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2022 perlu 
diubah dan disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lampung 

Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Lampung Tengah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

 



 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4609); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 6718); 

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016  

tentang Tata Cara Pendaftaran,  Pengumuman  dan Pemeriksaan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 572); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57). 

 



 

 

 
 

 

 

MEMUTUSKAN 
 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 36 TAHUN 2018 

TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

(LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG 

TENGAH 
 

Pasal I 
 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 36 

Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

(LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Bupati Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2022 diubah sebagai 

berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 2 
 

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN. 

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah: 

a. Bupati dan Wakil Bupati; 
b. Pejabat Struktural Eselon II; 

c. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah; 

d. Camat; 
e. Pejabat Struktural Eselon III pada: 

1. Inspektorat; 

2. Badan Pendapatan Daerah; 
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

4. Dinas Kesehatan; 

5. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; 

6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan 
dan Cipta Karya; 

7. Dinas Sumber Daya Air; 

8. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan 
Hortikultura; 

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu. 
f. Pejabat Fungsional Auditor; 

g. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Daerah; 
h. Pokja dan/atau Pengelola pada Unit Kerja Pengadaan 

Barang dan Jasa; 

i. Komisaris dan Direksi pada BPRS Rajasa; 

j. Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; 
k. Kepala Kampung. 

 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 

berikut: 
 
 

Pasal 7 
 

(1) Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak 

melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 



 

 

dikenakan sanksi disiplin tingkat sedang sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

 
(2) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 
(satu) tahun; 

(3) Khusus Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf k dikenakan sanksi administratif sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(4) Sebelum menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terlebih dahulu diberikan 

peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-

masing tenggat waktu peringatan selama 10 (sepuluh) hari 
kerja; 

(4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 
 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati   ini   dengan   penempatannya   dalam   Berita   
Daerah   Kabupaten Lampung Tengah.  

 
 
 
 

 

Ditetapkan di Gunung Sugih 
pada tanggal   10 juli 2023 

 

BUPATI LAMPUNG TENGAH, 

 
Ttd 

 
MUSA AHMAD 

 

 

Diundangkan di Gunung Sugih 
pada tanggal   10 juli  2023 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

 
Ttd 

 

NIRLAN 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR  


